Sinkronisasi Tata Urutan Peraturan Perundangan

Tingkat Pusat dan Daerah di Indonesia

Pendahuluan

Tata urutan peratu
menduduki posisi pendir
hukum." Dengan t
yang solid akan me

perundangan 2
pegangan aka
mewujudkan ko
hukum. Perm
tata urutan pe
masalah strukg

Sehubungan d
perundang di In

tingkat daerah. Ku
fungsional sebab kedu
tersebut mempunyai fungs
Fungsional dalam tata urutan petur
merujuk pada peraturan tingkat'p
peraturan di tingkat daerah.

strukturalnya didasarkan pada peraturan yan o

lebih tinggi yang mencerminkan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu
Ketetapan MPR. Namun hal tersebut lebih
merupakan institusi penyelesaian jika muncul
pertentangan antara peraturan di tingkat pusat
dan peraturan di tingkat daerah. Baik telaah
struktural maupun telaah fungsional atas
peraturan perundangan tersebut akan
diuraikan pada bagian berikut.

*) Penulis udaluh Tenaga Pengagar Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin,

Oleh Noor H

atau konstruksi
dimaksudk ' gang annya adalah
] PRIZOOO tentang
Sumber Huk

Pgrﬁ@d'anga g

: ap1 secara
dlkotorms Sekurangnya produk hukum yang
menjadi kesepakatan itu harus dijadikan
sebagai landasan terpercaya. Tidak
mengartikan dan atau menafsirkan berdasar
kepentingan dan motivasi yang sejatinya
bertentangan dengan hukum atau asas hukum.
Jika ini yang dilakukan maka akan selalu
terjadi tarik-menarik dan memunculkan
permasalahan baru yang sebenarnya dapat
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sebagai lembaga legislatif menetapkan
Undang-Undang Dasar (dan menetapkan
perubahannya) dan menetapkan Haluan

Negara. Produk dari MPR ini merupakan

sumber untuk pengaturannya melalui undg
undang dalam pelaksanaan, yan
wewenang dari DPR. MAks
pelaksanaan Keteta
berdasarkan peratura
concreto Tap MPRs
persetujuan DPR ¢
Kapolri harus g
ketentuan-ketent
dalam menun
keluar, kari

setidak-tidak
diri ( restrai.ry"
ran yang lam

dari Tap MP
keabsahannya

Kapolri. Catatan: Yang d
Agung adalah pembatalan Kepf
tentang Pengangkatan Wakapolrit,
2. Masalah, apakah MPR berwena
mengelurkan ketetapan yang mengandung
pemberian wewenang kepada DPR
mencampuri pelaksanaan eksekutif: Tap MPR
No. VII/2000; persetujuan terhadap
pengangkatan Kapolri. Dalam TAP MPR/
1999 tentang amandemen terhadap UUD
1945, keterlibatan DPR dalam bidang
eksekutif terbatas pada pemberian
pertimbangan dan asal usul dalam
pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden. Di

samping itu jiwa reformatif dari amandemen
adalah adanya keseimbangan antara ketiga
kekuasaan negara ‘menghilangkan warisan

nyad kekuasaan eksekutif pada

adalah bertentangan dengan UU
sudah dirobah dengan amande

olisi dengan menjalankan fungsmya dis
pemberian  wewenang
kepolisian), terutama

Z. P01151 adalah penegak hukum yang
melindungi (protect) segenap masyarakat, ini
adalah amanat dari UUD 1945. Karena itu
harus tidak memihak (On-partvdig) dan tak
pandang bulu (non personil), tidak dibenarkan
berafiliasi dengan siapapun dan golongan
apapun.

3. Dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawab melindungi dan melayani masyarakat,
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- penugasan.

~ Polisi harus profesional dalam arti:

a. Menguasai teknik-teknik profesional yang
didapatkan dan dikembangkan melalui
pendidikan-pendidikan khusus, latihan dan

b. Mengembangkan budaya
berdasarkan pengetrapan nilai-n
terkandung dalam kode etik

4. Polisi harus mandiri, ti
sendiri secara strukty
kelembagaan negarp:
mengembangkan
mengambil keputu

5. Sesuai de
negara kesat
mengikuti po
susunan terpus:
Polisi Nasiona

el Svstem) se

6. Karena untu
dari golonga
demokrasi, mak
bawah kendal b
perwakilan dar
langsung di baw
UU Kepolisian N
Prerogatif pengangk
bulan September 19
Struktural mulai tangg
Hak Prerogatif Presiden ir
karena menjadi fenomena fak
diterima masyarakat, selain ked
sebagai pemegang kekuasaan tert
terhadap Polisi.

¢. Masalah tentang timbulnya penyimpangan
dalam pemolisian. Kemungkinan timbulnya
penyimpangan ini bisa saja terjadi karena sifat
personal, adanya kecenderungan pemegang
kuasa untuk korup (menyimpang), dan
pemilihan terhadap pejabat dalam sistem
demokrasi selalu mengandung aroma politik
ialah kekuasaan (power) dan kepentingan
golongan/partai yang diwakilinya. Karena itu
harus adanya sistem kontrol yang kuat untuk

cesatuan dengg

mencegahnya, yang berupa:

I. Hukum/peraturan yang jelas membatasi

kekuaaaannya dan secara konsisten dilakukan
- : C lmpan gan

1 yang memberdaya
) d’"i"ﬁ*(-se;'f control).

b. Pencegahan
pemolisian oleh publik (Policing by The
Public) melalui peran DPR yang mencampuri
urusan pemolisian, maupun langsung oleh
rakyat (crowd, mob) yang melakukan

timbulnya konstitusi

tindakan main hakim sendiri dalam
menangani pelanggaran hukum oleh warga
masyarakat.

¢. Menumbuhkan kepercayaan rakyat kepada
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kebijakan di dalam peraturan perundang-
undangan khususnya pada level di bawah
undang-undang. Hal itu secara langsung akan
menjadi sumbangan berharga bagi tegaknya

supremasi hukum terutama pada level .

instrumen yaitu peraturan perundi
undangan. Tentu akan menja
berharga bagi para pencetus
Sejatinya, yang meg
terhadap keberhadil,
penegakan hukum khu
lingkungan hidup

terperinci,
konsistensi
implement
Kedua hal

hal mencipt

ayayang s

dilakukan.
peraturan yang
kemungkinan m
Namun harus s
kerugian lebih be
sebuah terobosan dila
harus dibayar dengan
Bukan hanya kerugian mate
akan tetapi juga terdegradasin
kepercayaan terhadap huk |
masyarakat. Padahal tingkat kepercay'm
adalah aset tak ternilai mahal serta besarnya
dari kinerja penegakan hukum di masyarakat,

konsisten"
atipun hal
ugian mat

ri, J]ka

Dalam hal kebijakan, kiranya penggarisan
kebijakan tersebut, khususnya di daerah harus
secara konsisten berpegang pada aturan yang
Jelas. Kejelasan ini sekurangnya tidak
menimbulkan biinterpretasi (dua penafsiran),
apalagi yang bersifat susah payah diciptakan.
Institusi dimaksud, di antaranya adalah
penyempurnaan terhadap hirarkhi peraturan

cat bahwa »ﬁapammmkag araf aldan materiil.

perundangan sebagaiman tertuang di dalam
Tap No: III/MPR/2000.

Catatan:

i ukum elemen

1ya kumpulan .
ndang Undang

dalam arti formal adalah produk huku
dibuat oleh presiden bersama DPR:
mekanisme sebagaimana di

eraturan
sia. andzmg Alumni.

3) lihat; GJ Viarda. 1980 Drie Typen van
Rechtsvinding. Tjeenk Willink-zwole. Hal. 82
pada bagian “Marginale Toetsing”
menekankan sulitnya sinkronosasi dan akibat
yang akan muncul jika hal ini tidak
dilaksanakan terutama berhubungan dengan
prinsip atau asas legalitas yang menekankan
pada keharusan pegangan pada hukum tertulis
(peraturan Perundang-undangan).
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4) Djenal Hosen Koesoemahatmadja. 1983.  7) J.A. Pontier. 1988. Rechtsvinding. f
Pemerintahan Lokal. Bandung, Alumni. Hal ~ Nijmegen. Ars Aequi Libri. P.22. |
31 yang menguraikan falsafah pangreh 8) Lmntaut artinya terstruktur, tidak dapat

sebagai lembaga yang memimpin sementara  gj; as hukum yang

pada pihak lain ada abdi atau yang dipimpin.
Peletakan secara dikotomis ini yang kita.ni
kurang tepat dengan mengingat ba
antara pangreh dan yang digr
sederajat.

5) Misalnya konfl
ketatalaksanaan pé
pembangunan jalanK
akan menghubung dipertan
Pasir (Kaltim). Pi; berdasarkan f
pada PP No. " Volen
bahwa itu ! ya. ehandita
Kabupaten £ ;
pengembang
adanya hak y

dudukannya berdasarkan
yang mengeluarkan produk.
artinya dapat saj
relatif, deng

semata meru_luk D
Tidak cermat, misal
hukum yang dikelt
Kementerian Negara.
ini sangat penting untuk
berbagai produk hukum di at
Peraturan Pemerintah dan ats
Undang.

i peag_)@mmelalﬁ Kasasi
ElTan ‘karena Kas
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